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ABSTRAK
Pencemaran lingkungan diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengelolaan sampah diatur dalam Undang-undang No.18 Tahun 2008. Penyelenggaraan pengelolaan sampah di TPA Muara Kiawai tidak memenuhi standar keamanan dan keselamatan karena tidak ditutup, sehingga pengelolaan sampah tidak berjalan dengan efektif. Permasalahan dalam penelitian ini; 1) Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pencemaran lingkungan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pasaman Barat; 2) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penegakan hukum pidana pencemaran lingkungan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pasaman Barat; 3) Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, wawancara mendalam, dan observasi. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif. Simpulan dari penelitian menunjukkan: 1) Penegakan hukum pidana pencemaran lingkungan pengelolaan sampah ditindak dengan hukuman generic crimes yang relatif berat atau tindak pidana materil, dan tindak pidana khusus (specific crimes) pada hukum administratif yang relatif ringan. 2) Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana adalah tidak adanya perda yang mengatur tentang pengelolaan sampah; 3) Upaya yang dilakukan dalam pengelolaan sampah yaitu dengan metode pembuangan dan penimbunan, metode daur ulang dan, metode penghindaran dan pengurangan.
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